" BUPATI KENDAL

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR: 4> / 1 J 2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURITAN (SME)
NEGERI § KENDAL DI KECAMATAN PAGERUYUNG DAN e
SEKOLAHI MENENGAH KEFURUAN (SME) NEGERI 6
KENDAL DI KECAMATAN PATEAN

BUFATI KENDAL,

Menimbang : & bahwa dalam rangks perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh
peadidikan perlu didirikan unit sekolah bans di Kabupaten Kendal;

b. bahwe berdasarken Berita Acara Verifikasi Pendirien SME Baru tanggal 23
Juni 2007 dan Berita Acara Verfikesi Pendirien Sekolah / Pembulaan
Program Baru tanggal 12 Juni 2008, pendirian SME Negeri 5 Kendal di
Eecamatan Pageruyung dan SME MNegeri & Kendal di Kecamatan Patean
telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Keputusan
tenteri Pendidikan Masional Momor | 060/U/2002 tentang Fedoman
Pendirvian Sekolah, sehingga dapat disetujui;

¢ babhwa berdasarkan pertimbancan sebageimans dimaksud dalam huruf 2 dan
huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Eendal tentang
Persetujuan Pendirlan Sekolah Menengeh Kejuruan (SME) Megeri 5 Kendal
di Kecamatan Pageruyung dan Sekolah Menengah Kejuruen (SME) Negeri 6
Eendal di Kecamatan Patean;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tabun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daeral
- Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diuhal:
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tehun [965 tentang Pembentukan Daerzh
Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomeor 13 Tzhun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 1965 Nomor 52,

Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomer 2757);

L Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tenteng Sistem Pendidikan Masicmal

iLembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2003 Nomcr 78, Tambahan
Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomar 4301}

3. Undang-Undang MNomeor 10 Tahun 2004 tentang Pembeniukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republix Indonesin Tahun 2004
Momar 53, Tambahan Lembaran Wegara Republik Indonesia Momor 4389}

4. Undang-Unding Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dasrsh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4437) sebapsimana telah
beberapa kali divbah terakhir denpan Undang-Undang Nomer 12 Tehun 2008
tentang Perubahan Kedue atas Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008
Momer 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan ,....



Menetapkan
KESATU

L

Peratucan Pemeniiad Nomor JZ Tafun [950 tontang Conelapan Mduisi
Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal
Pembentukan Daserah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah Istimews Yogyakarta ; :

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerinteshan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan
dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-und angan;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/0/2002 tentang Pendirian
Sekolakh; :

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hulum Daerah;

13. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah

Departemen Pendidikan Nasional Nomor 251/C/KEP/MIN/2008  tentang
Spektrumn Pendidikan Menengah Kejuruan:

i4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK/RA, SMP/MTs, SMA/MA, SMK,
SLB, Pendidikan Non Formal, UKS, Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudayaan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan  Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal {Lembaran Daerah

Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

i Menyetujui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Kendal di

Kecamatan Pageruyung dan Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Kendal

di I_(eca_matan Patean sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



L

//

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Persetujuan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan {SMK) sebagaimana
dimalksud diktum KESATU, mulai berlaku pada tanggal :

a1 Juli 2007 untuk SMK Negeri 5 Kendal di Kecamatan Pageruyung; dan
b, 1 Juli 2008 untuk SMK Negeri 6 Kendal di Kecamatan Patean.

Dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) sebagaimant dimaksud diktum KESATU, mengacu pade kalender
pendidikan dan jumlah jam belajar efektif Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olah Raga Kabupaten Kendal.

Keputusan ini muiai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 14 Niumper 2009

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yih. :

G0 1 Ohla b L N

Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta,

Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;

Gubernur Jawa Tengah di Semarang; :
_Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah di Semarang;

Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengzh di Semarang;

Ketua DPRD Kabupaten Kendal;

Kepala Bappeda Kabupaten Kendal.
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